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KATA PENGANTAR

ertumbuhan ekonomi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya
sangat membutuhkan penanaman modal. Kondisi yang demikian
tidak bertentangan dengan asas kemandirian dalam pembangunan
nasional mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam hal
pembiayaan kegiatan penanaman modal yang dibutuhkan dalam
pertumbuhan ekonomi, salah satu indikatornya yakni dengan

pembukaan lahan-lahan untuk kegiatan agribisnis di bidang perkebunan
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk upaya | angunan perkebunan jelas sangat
membutuhkan tan -usaha, mengingat kegiatan usaha

ada di atas tanah, sedangkan dari
njang dengan adanya penanaman
modal karena m yaan yang banyak dan besar.
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na ini sangat menarik untuk

penulis y. g telah  sidang senat guru besar
o ad oal 28 Nopember 2011
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD
1945), menyebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”'.

Dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri

menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan

1 Sebagaimana juga tercantum dalam konsideran berbagai peraturan perundang-undangan
yang mencantumkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya,
yang merupakan perwujudan politik hukum perundang-undangan dimaksud yang sesuai
dengan pembahasan ini, antara lain dalam Undang-Undang (selanjutnya UU) No.5 Tahun
1960 tentang UUPA..; UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.; UU No.19 Tahun 2004
tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi UU.; UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (selanjutnya RPJMN) Tahun 2005-2025.; UU No.25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal.; UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.; UU No.32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.; UU No.41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan




pOLITIK HUKUM PERTANAHAN
DALAM SISTEM HUKUM
pERTANAHAN INDONESIA

SEBAGAI UPAYA MENCAPAI

TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

A. SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DALAM
NEGARA KESEJAHTERAAN

1. Teori Negara Kesejahteraan Dihubungkan dengan
Sistem Pertanahan
a. Teori Negara Kesejahteraan
Istilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari
istilah welfare state dalam Bahasa Inggris atau welvaartsstaat® atau

51 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di

[ndonesia, Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta, 1994, him. 223 i
F 38
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pENANAMAN MODAL DI Bipang

AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGAn
DI INDONESIA "

A. PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Di INDONESIA

1. Penanaman Modal Berdasarkan UU No.25 Tahun
2007

Setelah empat puluh (40) tahun berlakunya UU No.1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing, selanjutnya dirasakan bahwa
perkembangan penanaman modal di Indonesia masih kurang memenuhi
kebutuhan dalam negeri, yang hal ini dapat dilihat dalam konsideran
UU No.25 Tahun 2007, yang menyebutkan:

1) bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 p rlu dilaksanakan pembangunan ekonomi

4 .
-




0L ITIK HUKUM PERTANAHAN

KAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN
\NAMAN MODAL AGRIBISNIS
\NG PERKEBUNAN

KEBLIAKAN PERTANAHAN BAGI PENANAMAN
MODAL AGRIBISNIS BIDANG PERKEBUNAN

Ha menguasai negara dapat dipadankan secara pasif dengan
'»ﬁ sai oleh negara atau dalam pengertian yang lebih sederhana
at disebut dengan negara menguasai. Kata menguasai berarti
a atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Istilah
i adalah “penguasaan yang berarti

€5, cara, perbuatan menguasai atau 'mengusahakan”*’. Bedpngian

,u g berkaitan dengan menguasa

Penyusun K =
am
533 e us Pusat




oERSPEKTIF PENYEDIAAN TANAH
| oAGI KEPENTINGAN
pENANAMAN MODAL AGRIBISNIS
' BIDANG PERKEBUNAN DALAM RANGKA
TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

POLITIK HUKUM PENYEDIAAN HAK ATAS TANAH
~ BAGI PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS BIDANG
. PERKEBUNAN DIKAITKAN DENGAN TUJUAN

. NEGARA KESEJAHTERAAN

. Politik Hukum Hak Atas Tanah bagi Penanaman

. Modal Agribisnis Bidang Perkebunan

‘ Usaha perkebunan yang merupakan bagian dari agribisnis adalah
aha yang berdimensi luas, sebab usaha perkebunan juga dapat
frupa usaha budi daya yang terkait dengan tanaman dan usaha
"‘“ Stri pengolahan hasil perkebunan Selain itu usaha perkebunan
- Pakan usaha yang mempunym damens1 ekonomi luas, karena dapat




KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

s

Politik hukum penyediaan hak atas tanah bagi penanaman modal
agribisnis bidang perkebunan dikaitkan dengan tujuan negara
kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
keikutsertaan masyarakat sekitar dalam kegiatan agribisnis
bidang perkebunan. Oleh karena itu pembangunan hukum
atas segala kegiatan yang menjadikan tanah sebagai objek dapat
dilakukan dengan mengacu kepada prinsip demokrasi, keadilan
dan keberlanjutan. Sehingga tidak terjadinya tumpang tindih
aturan manakala ada kegiatan penyediaan tanah untuk usaha
agribisnis bidang perkebunan baik mulai dari tahap rekomendasi,
pencadangan tanah, perizinan lokasi, tata ruang serta perolehan

tanah.
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Kepastian hukum hak atas tn.nnl.w bagi penanaman moda]
agribisnis bidang Pt‘rkcbunan dikaitkan dengan sistem hukum,
t dilakukan dengan cara memberikan kCPaStian
perian hak atas tanah dengan menyelesaikap,
mberian hak. Demikian juga untuk

pcrmnahan dapa

hukum akan pem
t keputusan pe

perpanjangan d aharuan hak atas tanah dapat mencap;
jangka waktu HGU menjadi total 120 tahun yang terdiri dari 35
tahun pemberian pertama kali + 25 tahun perpanjangan + 35 tahun
k dan 25 tahun perpanjangan pembaharuan_
engaturan yang demikian juga merupakan
gsungan usaha dari kegiatan agribisnis bidang

penerbitan su ra
an pemb

pembaharuan ha
Dengan adanya p
bagian untuk melan

perkebunan.
Perspektif politik hukum pertanahan bagi kepentingan

penanaman modal di Indonesia dikaitkan dengan tujuan negara
kesejahteraan adalah bahwa penguasaan tanah baik HGU, HGB
dan HP untuk kepentingan penanaman modal agribisnis bidang
perkebunan diatur dalam UUPA yang dijadikan
tanahan yang tujuannya mencapai

1an harus punya konstribusi yang
nar ,-keh1dupan yang berkeadilan.

tanah bagi penanaman modal
‘harus dilakukan sinkronisasi
1dangan di bidang pertanahan,
odal, terlebih dengan sistem

Politik Hukum Pertanahan




~ Perusahaan Penanaman Modal Agribisnis bidang Perk
" paru timbul masalah tentang kepemilikan dan keb

stonomi vang berlaku sekarang inj sehingg
( _

o 'i(lv)k “" il“l'
”;‘(‘]' l'”””‘\‘ '1l( ‘ ‘ :

an yang berbed

a h-nt.my,
aMm pengatur

- A\ ) o N '\l ¢ ¢ B
tanah antara berbagai bid mg dal N yang sama

itu dengan cara stratifikasi.
vd . _ A
l\\l‘"‘ sebelum dilakukan pemberian hak atas tanah bagi kegiatan
snananam modal agribisnis biddng perkebunan terlebih dahuly
}\( C .
liteliti penataaan ruang daerah, fungsi areal dan hak-hak
C

masyarakat yang ada di atasnya, sehingga diketahy;i de
jelas-keberadaan status tanah yang akan diberikan, hal inj
adanya kepastian hukum setelah pemberian hak atas
karena sering terjadi setelah diberikan hak atas tanah

ngan
untuk
tanah,
kepada
ebunan

eradaan
hukum adat di areal tanah yang diberikan tersebyt.

Agar politik hukum pertanahan dijadikan acuan dalam
melaksanakan kegiatan penanaman moda] bidang perkebunan
dan tidak ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan
tanah melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh
dengan tujuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk
teraan rakyat. Adapun upaya pembaharuan yang ingin
an d: dikembangkan berdasarkan Tap.MPR. No.IX/
embaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
ha  mengacu kepada prinsip demokrasi,
itan rta dilakukan dengan konprehensif
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